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Abstract: This community service aims to 

overcome problems faced by partners, 

namely Indonesian migrant workers in 

Klang Lama, Malaysia, related to fulfilling 

workers' rights. The importance of this topic 

arises because of the gap between the rights 

that migrant workers have and their 

understanding and access to these rights. 

The selection of this topic supports efforts 

to improve the welfare of Indonesian 

migrant workers and have a positive impact 

on the community in Klang Lama. The aim 

of the service is to increase migrant 

workers' understanding of their rights, 

provide better access to legal information, 

and ultimately ensure the fulfillment of 

these rights . The method used involves 

legal outreach to migrant workers in Klang 

Lama. The partners involved are groups of 

Indonesian migrant workers in the region. 

The results of the service show a significant 

increase in migrant workers' understanding 

of their rights, with an increase of 30% in 

relevant hard skills and soft skills. In 

addition, there is an increase in economic 

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini 

bertujuan untuk menanggulangi masalah 

yang dihadapi oleh mitra, yakni pekerja 

migran Indonesia di Klang Lama, 

Malaysia, terkait dengan pemenuhan hak-

hak pekerja. Pentingnya topik ini muncul 

karena adanya kesenjangan antara hak-hak 

yang dimiliki pekerja migran dan 

pemahaman serta akses mereka terhadap 

hak-hak tersebut. Pemilihan topik ini 

mendukung upaya meningkatkan 

kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan 

memberikan dampak positif pada 

komunitas di Klang Lama.Tujuan 

pengabdian adalah meningkatkan 

pemahaman pekerja migran terkait hak-hak 

mereka, memberikan akses yang lebih baik 

terhadap informasi hukum, dan akhirnya 

memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. 

Metode yang digunakan melibatkan 

sosialisasi hukum kepada pekerja migran di 

Klang Lama. Mitra yang terlibat adalah 

kelompok pekerja migran Indonesia di 

wilayah tersebut.Hasil pengabdian 

menunjukkan peningkatan signifikan dalam 
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value by increasing migrant workers' access 

to jobs that suit their skills, making a 

positive contribution to the local economy. 

The importance of this result lies in 

improving the welfare and human rights of 

migrant workers, which in turn can create a 

positive impact on bilateral relations 

between Indonesia and Malaysia as well as 

improving Indonesia's positive image in the 

eyes of the world. 

 

 

 

 

 

Keywords: Community Service, Indonesian 

Migrant Workers, Legal Socialization, 

Fulfillment of Rights, Klang Lama, 
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pemahaman pekerja migran terkait hak-hak 

mereka, dengan peningkatan sebesar 30% 

dalam hardskill dan softskill yang relevan. 

Selain itu, terdapat peningkatan nilai 

ekonomis dengan adanya peningkatan 

akses pekerja migran terhadap pekerjaan 

yang sesuai dengan keterampilan mereka, 

memberikan kontribusi positif pada 

perekonomian lokal.Pentingnya hasil ini 

terletak pada peningkatan kesejahteraan 

dan hak asasi manusia bagi pekerja migran, 

yang pada gilirannya dapat menciptakan 

dampak positif pada hubungan bilateral 

antara Indonesia dan Malaysia serta 

meningkatkan citra positif Indonesia di 

mata dunia. 

 

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, 

Pekerja Migran Indonesia, Sosialisasi 

Hukum, Pemenuhan Hak, Klang Lama, 

Malaysia, Nilai Ekonomis. 
 
 

A. Pendahuluan 

Lapangan pekerjaan didalam negeri yang dirasa sangat terbatas akan membawa 

para tenaga kerja Indonesia ini tentunya akan mencari adanya pekerjaan keluar negeri. 

Dalam hal ini terlihat dari adanya peningkatan dari tahun ketahun yang mana terjadi 

dikarenakan beberapa hal seperti lapangan pekerjaan dalam negeri yang tidak tercukupi, 

meningkatnya jumlah pengangguran didalam negeri, kemajuan teknologi dan informasi, 

adanya disparitas dalam petumbuhan secara global, adanya keberadaan hak untuk 

bekerja diluar.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945) menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik 

kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan 
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program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang 

aman dan adil. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilihat pada alinea ke empat 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 

1 dan ayat 2 serta UU No.18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia.Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan 

memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-

hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

 Pekerja migran Indonesia memegang peran penting dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi di negara tujuan mereka, salah satunya adalah Malaysia. Klang 

Lama, Malaysia, menjadi destinasi yang signifikan bagi pekerja migran Indonesia, yang 

umumnya datang dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan 

keluarga di tanah air. Namun, dalam realitasnya, seringkali hak-hak pekerja migran ini 

tidak terpenuhi secara optimal. 

Sosialisasi hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan pemahaman yang 

tepat mengenai hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Melalui sosialisasi ini, 

diharapkan pekerja migran dapat lebih memahami dan mengakses hak-hak mereka, 

serta menjembatani kesenjangan antara hukum dan implementasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana efektivitas sosialisasi 

hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, 

Malaysia. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pekerja 

migran, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang 

konstruktif guna meningkatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja 

migran di tingkat lokal. 

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terkait proses sosialisasi hukum, 

faktor-faktor penghambat, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja 

migran di Klang Lama, menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan merinci dinamika 

ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi 
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pihak terkait, baik pemerintah, lembaga perlindungan pekerja migran, maupun 

organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja migran Indonesia 

di Malaysia. 

 

B. Metode Pelaksanaan 

1. Metode Pelaksanaan: Penelitian ini mengadopsi metode sosialisasi sebagai 

pendekatan utama untuk meningkatkan pemahaman dan pemenuhan hak-

hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. Metode ini 

mencakup penyuluhan, pelatihan, dan workshop sebagai instrumen utama 

dalam menyampaikan informasi hukum kepada pekerja migran. Pendekatan 

ini dianggap efektif karena dapat memberikan interaksi langsung, 

memfasilitasi tanya jawab, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

partisipatif. 

2. Profil Mitra: Mitra dalam kegiatan pengabdian ini mencakup pekerja migran 

Indonesia di Klang Lama, Malaysia. Lokasi mitra melibatkan berbagai 

tempat yang sering dihuni oleh pekerja migran, seperti pusat keramaian, 

perumahan, dan lokasi kerja mereka.  

3. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian: 

a.  Pra Kegiatan: 

1) Persiapan materi sosialisasi hukum. 

2) Koordinasi dengan pihak terkait dan mitra untuk mendapatkan 

izin dan dukungan. 

b.  Kegiatan: 

1) Penyuluhan dan Pelatihan 

2) Penyelenggaraan sesi penyuluhan hukum  

3) Pelatihan interaktif untuk meningkatkan pemahaman pekerja 

migran tentang hak-hak mereka. 

4) Pemberian materi secara berkelanjutan dan mendalam. 
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c.  Monitoring dan Evaluasi: 

1) Observasi langsung untuk mengamati partisipasi aktif dan 

respon peserta. 

2) Wawancara dengan beberapa peserta untuk mendapatkan umpan 

balik kualitatif. 

d.  Timeline Kegiatan: 

Tabel 1: Rundown Kegiatan Sosialisasi Hukum 

Waktu Kegiatan Materi Pemateri 

Kamis/7 September 2023 

19.00-selesai 

Perkenalan dengan 

Masyarakat 

setempat 

- Panitia 

Jum’at/8 September 2023 

19.00-selesai 

Sosialisasi Hukum 

Dasar 

Dasar Hukum 

Pekerja 

Migran 

Farhan 

Sabtu/9 September 2023 

19.00-Selesai 

Penyuluhan 

Hukum 

Sosiologi 

Hukum 

Farhan 

Minggu/10 September 

2023 

10.00-Selesai 

Workshop Diskusi Pemenuhan 

Hak 

Fasilitator 

Kelompok 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan Sosialisasi (Penyuluhan) dilakukan selama 4 hari,pada hari pertama 

dilakukannya perkenalan dengan masyarakat setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Koordinasi Perkenalan dengan Masyarakat setempat 
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 Untuk hari pertama dilaksanakannya kegiatan perkenalan dengan Masyarakat 

setempat mengenai kehidupan keseharian Masyarakat Migran di Klang Lama,Malaysia. 

Yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan dan potensi solusi 

terkait hak-hak pekerja migran. Kami memahami bahwa masyarakat Klang Lama 

memiliki nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas yang tinggi. 

       

Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Dasar Pekerja Migran 

 Untuk hari kedua dilaksanakannya kegiatan penyuluhan tentang Hukum Dasar 

Pekerja Migran kepada Masyarakat Klang Lama Malaysia dengan media Elektronik 

Power Point agar lebih memudahkan Masyarakat memahami dan memaknai dari 

penyampaian materi.Dimana pada materi tersebut kami berkeinginan untuk 

meningkatkan pemahaman dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang 

Lama, Malaysia, kegiatan sosialisasi hukum dasar telah dijalankan.Peningkatan dan 

pemahaman tersebut seperti: 

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Dasar: Sosialisasi hukum dasar membawa 

dampak positif dalam peningkatan pemahaman pekerja migran terkait hak-hak 

dasar yang dimilikinya. 

2. Pengetahuan Mengenai Proses Hukum Migrasi: Pemahaman proses hukum 

migrasi juga menjadi kunci dalam sosialisasi ini. Pekerja migran menjadi lebih 

akrab dengan peraturan dan prosedur migrasi, meminimalkan potensi risiko 

terkait status dan perlindungan hukum mereka di Malaysia. 

3. Kolaborasi dan Keterlibatan Masyarakat: Harapan kegiatan sosialisasi ini dapat 

berhasil melibatkan masyarakat setempat, menciptakan kolaborasi yang berarti 

antara pekerja migran dan warga lokal. 

4. Tantangan dan Peluang Ke Depan: Sosialisasi hukum dasar juga 

mengidentifikasi tantangan tertentu, seperti akses terhadap informasi dan 

pemahaman yang belum merata. Oleh karena itu, ke depannya, perlu dilakukan 
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upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman hukum dasar 

mencakup seluruh spektrum pekerja migran di Klang Lama. 

Kesimpulan dari proses sosialisasi ini mencerminkan dampak positif yang 

signifikan terhadap pemahaman dan kesiapan pekerja migran dalam menghadapi 

tantangan hukum yang mungkin mereka hadapi di tanah rantau. 

 

Gambar 2 Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait materi Sosiologi Hukum 

 Untuk hari ketiga dilaksanakannya penyuluhan hukum dengan materi Sosiologi 

Hukum. Melakukan penyuluhan sosiologi hukum di wilayah Klang Lama, Malaysia, 

memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada 

masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia, terkait hak-hak dasar mereka menurut 

hukum dasar pekerja migran. Melalui pendekatan ini, kami berusaha menjembatani 

kesenjangan antara pengetahuan hukum formal dan pemahaman sehari-hari, 

menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi seluruh komunitas. 

Selanjutnya, penyuluhan fokus pada konsep sosiologi hukum dengan menekankan 

pentingnya memahami interaksi sosial, struktur kekuasaan, dan norma-norma yang ada 
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dalam masyarakat. Dalam konteks pekerja migran, konsep ini diuraikan untuk 

memahamkan bagaimana faktor-faktor sosial dapat memengaruhi perlindungan hukum 

mereka.  

 

Pelaksanaan Penyuluhan Terkait Pemenuhan Hak Pekerja Migran 

Pada hari keempat dilaksanakannya penyampaian materi tentang Pemenuhan 

Hak-hak Pekerja Migran.Dalam penyampaian materi tersebut saya melakukan dengan 

media Power Point serta penyampaiannya secara lisan.Materi yang saya sampaikan 

berawal dari PengImplementasian dari UU NO 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia UU ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan 

pemenuhan hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Beberapa 

poin penting terkait pemenuhan nyata hak pekerja migran dari UU tersebut antara lain: 

1. Perlindungan Hukum: UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk 

melindungi hak pekerja migran Indonesia. Pekerja migran memiliki hak hukum 

untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, termasuk hak untuk melaporkan 

pelanggaran hak mereka. 

2. Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi: UU ini menekankan pentingnya 

penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja migran sebelum 

berangkat ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan pekerja migran, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih 

aman dan produktif. 

3. Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa: UU ini menetapkan 

mekanisme pengawasan yang ketat terhadap agen penempatan dan pemberi 

kerja di luar negeri. Selain itu, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang 

adil dan transparan bagi pekerja migran yang mengalami masalah di tempat 

kerja. 
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4. Hak atas Upah dan Kesejahteraan: Undang-Undang ini mengakui hak pekerja 

migran atas upah yang layak dan kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek 

seperti perumahan, makanan, dan asuransi kesehatan. 

5. Pendampingan dan Bimbingan: Pekerja migran berhak mendapatkan 

pendampingan dan bimbingan sepanjang proses migrasi, termasuk selama masa 

kerja di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan 

perlindungan kepada pekerja migran agar mereka dapat mengatasi potensi 

masalah yang muncul.  

Selanjutnya multi aspek hukum juga penting untuk melindungi pekerja dari 

sikap ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha untuk meminimalkan upah pekerja 

demi meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga melakukan berbagai cara termasuk 

melanggar aturan penempatan kerja dengan memperkerjakan karyawan kontrak pada 

pekerjaan pokok.  

Asas sebagai landasan fundamental tidak boleh dihiraukan. Mengacu pada UU 

Ketenagakerjaan Pasal 32 ayat (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan 

asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Dan ayat (2) 

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang 

tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan 

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Sehingga, hak-

hak pekerja itu harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Misalnya, pekerjaan 

pokok harus diisi oleh karyawan tetap, bukan karyawan kontrak. 

Setelah penyampaian materi ada beberapa orang yang saya wawancara yaitu Pak 

Senaji dan Pak Khozin selaku PMI yang berada di Klang Lama,Malaysia. Saya 

melakukan wawancara dengan Bapak Senaji dan Bapak Khozin, dua orang pekerja 

migran Indonesia yang telah mengalami proses migrasi kerja ke luar negeri. Beliau 

menyampaikan pengalamannya berdasarkan perlindungan hukum yang diatur oleh 

Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 
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1. Perlindungan Hukum: Bapak Senaji dan Khozin mengungkapkan bahwa UU ini 

memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja migran Indonesia. Beliau 

merasa memiliki hak hukum yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan 

keadilan. Lebih lanjut, Bapak Senaji dan Khozin menyatakan bahwa UU ini 

memberikan keberanian kepada pekerja migran untuk melaporkan pelanggaran 

hak mereka tanpa takut akan represalias. 

2. Pelatihan dan Sertifikasi: Menurut Bapak Senaji dan Khozin, penyelenggaraan 

pelatihan dan sertifikasi sebelum berangkat ke luar negeri sangat membantu 

dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja migran. Hal ini 

memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk bekerja dengan lebih aman 

dan produktif di tempat tujuan. Bapak Suryanto mengapresiasi langkah ini 

sebagai investasi dalam kesejahteraan dan keselamatan para pekerja migran. 

3. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa: Bapak Senaji dan Khozin 

mengungkapkan bahwa UU ini berhasil memberlakukan mekanisme 

pengawasan yang ketat terhadap agen penempatan dan pemberi kerja di luar 

negeri. Selain itu, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan 

transparan memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran yang mengalami 

masalah di tempat kerja. 

4. Hak atas Upah dan Kesejahteraan: Beliau menyatakan bahwa UU ini mengakui 

hak pekerja migran atas upah yang layak dan kesejahteraan yang mencakup 

perumahan, makanan, dan asuransi kesehatan. Bapak Senaji dan Khozin 

menganggap adanya pengaturan ini sebagai langkah positif untuk memastikan 

bahwa pekerja migran mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan 

pekerja lokal di tempat tujuan. 

5. Pendampingan dan Bimbingan: Bapak Senaji dan Khozin menekankan 

pentingnya pendampingan dan bimbingan sepanjang proses migrasi, termasuk 

selama masa kerja di luar negeri. Beliau mengungkapkan bahwa adanya 

dukungan ini membantu pekerja migran mengatasi potensi masalah yang muncul 
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dan memberikan rasa aman serta perlindungan selama mereka berada di negara 

tujuan. 

Wawancara ini mencerminkan implementasi nyata dari Undang-Undang No 18 

Tahun 2017 dalam memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia dan 

meningkatkan kondisi kerja mereka di luar negeri. 

 Selanjutnya,untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan dan 

penempatan TKI diperlukan pelayanan dan tanggung jawab secara terpadu.Untuk 

mencapai tujuan tersebut dibentuk Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI 

yang berfungsi merumuskan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. 

 

D. Simpulan 

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, melalui 

sosialisasi hukum. Hasilnya mencerminkan peningkatan signifikan dalam pemahaman 

pekerja migran terkait hak-hak mereka, dengan dampak positif pada nilai ekonomis dan 

kesejahteraan. Pemahaman hukum dasar, sosiologi hukum, dan pemenuhan hak-hak 

pekerja migran menjadi fokus utama penyuluhan. 

Implementasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 telah membawa perubahan 

positif dalam pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. 

Peningkatan pemahaman, perlindungan hukum, dan kontribusi ekonomis menunjukkan 

bahwa upaya sosialisasi hukum memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kondisi 

dan kesejahteraan pekerja migran. 
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